
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR 24 IPU I 2Or4

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN KESIAPAN UNIT PENGELOLA
OBLIGASI DAERAH DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (41 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor lllIPMK.OTl2Ol2 tentang Tata
Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam
melaksanakan peniiaian administrasi atas kesiapan unit
pengelola Obligasi Daerah, memperhatikan pertimbangan
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang;

bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan pedoman
dalam pelaksanaan penilaian kesiapan unit pengelola
Obligasi Daerah, dipandang perlu ditetapkan pedoman
teknis pelaksanaan penilaian kesiapan unit pengelola
Obligasi Daerah dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Penilaian Kesiapan Unit Pengelola
Obligasi Daerah Dalam Rangka Penerbitan Obligasi
Daerah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa37);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OlL tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OIl Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52191;

Mengingat : 1.

4. Keputusan Presiden Nomor 134|M Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 1 I/PMK .OT l2ol2
tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban
Obligasi Daerah;

b.

c.

2.

3.

ry
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN
KESIAPAN UNIT PENGELOLA OBLIGASI DAERAH DALAM
RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH.

Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan penilaian kesiapan
unit pengelola Obligasi Daerah dalam rangka penerbitan
Obligasi Daerah yang memuat unsur-unsur penilaian
kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah.

Unsur-unsur penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Unsur-unsur penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
meliputi aspek:

a. struktur organisasi;

b. perangkat kerja; dan

c. sumber daya manusia.

Dalam melakukan penilaian kesiapan Unit Pengelola
Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang membentuk
satuan tugas (task force) yang terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;

2. Direktorat Surat Utang Negara;

3. Direktorat Pembiayaan Syariah;
4. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang;

5. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Satuan tugas (task forcel sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEEMPAT dibentuk setiap adanya permintaan
pertimbangan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal
Pengelolaan Utang.

Dalam rangka penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi
Daerah, satuan tugas (task force) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEEMPAT dapat meminta klarifikasi kepada
Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan Obligasi Daerah.

Hasil penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah dari
satuan tugas (task force) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEEMPAT disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pengelolaan Utang sebagai bahan rekomendasi dalam
memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dapat melakukan
asistensi kepada Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan

KEDELAPAN

rT,D
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Obligasi Daerah sebelum melakukan penilaian kesiapan Unit
Pengelola Obligasi Daerah.

Asistensi kepada Pemerintah Daerah atas kesiapan Unit
Pengelola Obligasi Daerah dilakukan oleh unit eselon II
terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang,
berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah yang akan
menerbitkan Obligasi Daerah.

Pelaksanaan asistensi kepada Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dan
pelaksanaan kegiatan satuan tugas (taskforcel dalam rangka
penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT,
dikoordinasikan oleh Direktorat Surat Utang Negara.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta ,

pada tanggal 4 Agusru s 2OL4

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

,--

Aft-noepRr pAKpAHAN 
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